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GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup, tumbuh
dan berkembanganya makhluk hidup sehingga perlu
diperhatikan dan dijaga kelestariannya agar tidak menurun
kualitasnya bagi kelangsungan makhluk hidup di dalamnya;

b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup
perlu adanya pengawasan dan penindakan terhadap setiap
upaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

c. bahwa dalam rangka menjalankan pengawasan dan
penindakan, perlu adanya suatu pedoman untuk
melaksanakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan
secara terkoordinasi dan terpadu oleh pihak-pihak yang tugas
dan fungsinya dalam bidang penegakan hukum lingkungan,
serta perlu sinergitas dengan intansi Pemerintah Pusat,
Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah
Kabupatenf Kota, dan/atau Instansi terkait lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimarla
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (L,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOlO);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan
I-embar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Nomor 244, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/Menlhk/Setjen/Kum. I I 7 / 2018 tentang Tata Hubungan
Keq'a Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 106O);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol2
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (l,embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2Ol2 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 115);

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2AD
tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemarart dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol9 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksana.an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.

5. Kejaksanan Tinggr yang selanjutnya disebut Kejati adalah
Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
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7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

3

adalah Pemerintah

8. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Gakkum LH adalah upaya penurunan gangguan,
a.ncam€!.n dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.

9. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi
yang membidangi urusan lingkungan hidup.

10. Pengaduan adalah penyampaian setiap informasi secara lisan
maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Perangkat Daerah
Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup,
mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau
dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau
pasca pelaksanaan.

1 1. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, ?at, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup
yang telah ditetapkan.

12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

13. Valuasi Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup adalah
pengukuran preferensi masyarakat akan lingkungan hidup
yang baik disbandingkan terhadap lingkungan hidup yang
buruk.

BAB II
PELAKSANAAN PENEGAKAN

HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 2

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi Gakkum LH di
Daerah Provinsi.

(2) Fungsi Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan:

a. penegakan hukum pidana lingkungan hidup;

b. penegakan hukum administrasi lingkungan hidup; dan

c. penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

Pasal 3

(1) Penegakan hukum pidana lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dilakukan terhadap kejahatan di bidang:

a. perusakan lingkungan hidup; dan

b. pencemaran lingkungan hidup.

hidup
huruf a
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(2) Penegakan hukum pidana lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan;

b. penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan

c. penuntutan tindak pidana lingkungan hidup.

(3) Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 huruf a dilakukan pada tahapan pra penyidikan
atau sebagai bagran proses penyidikan.

(4) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyidik
lingkungan hidup yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan
kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {21
huruf b terdiri atas kegiatan:

a. penanganan pengaduan;

b. pengawasan penaatan; dan

c. penerapan sanksi administratif.
(2) Penangana.n pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan melalui tahapan:

a. penerimaan dan penelaahan pengaduan;

b. verifikasi pengadu€rn;

c. tindak lanjut pengaduan; dan

d. monitoring tindak lanjut pengaduan.

(3) Pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan tahapan:

a. persiapan pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan; dan

c. pasca pengawasan.

(4) Penangan€rn pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

(5) Pengawasan penaatan dan penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

(1) Penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan:

a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan; atau

b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
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(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
sefoegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui tahapan:

a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;

b. penghitungan kerugian lingkungan hidup;

c. penyusunan gugatan;

d. pendaftaran gugatan;

e. proses persidangan;

f. penyusunan memori/kontra memori banding;

g. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori
banding;

h. penyusunan memori/kontra memori kasasi;

i. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi;

j. penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali;

k. pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori
peninjauan kembali; dan

1. pelaksanaan eksekusi.

(3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan tahapan:

a. verifikasi sengketa lingkungan hidup;

b. klarifikasi hasil verilikasi sengketa lingkungan hidup;

c. penghitungan kerugian lingkungan hidup;

d. proses penyelesaian sengketa lingkungErn hidup; dan

e. kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup.

(4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diselenggarakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE} III

KOORDINASI PELAKSANAAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Fungsi Gakkum LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
dilaksanakan secara:

a. mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. koordinatif lintas fungsi.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi Gakkum LH secara koordinatif lintas fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh
Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan
hidup berkoordinasi dengan:

a. Polda;
nAr
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b. Kejati; dan

c. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

Pasal 8

(1) Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum
LH dengan Polda dan Kejati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tata hubungan kerja pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum
LH dengan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagran Kesatu

Pos Penegakan Hukum

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan fungsi Gakkum LH di Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat
Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup
dapat membentuk Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
atau Pos Gakkum LH.

(2) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unit kerja non struktural yang bertanggung jawab
kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi
urusan lingkungan hidup melalui Kepala Bidang atau sebutan
sejenis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
penaatan atau penegakan hukum lingkungan.

Pasal 1O

(1) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
memiliki tugas melaksanakan fungsi Gakkum LH yang bersifat
sendiri dan/atau melaksanakan koordinasi terhadap
pelaksanaan fungsi Gakkum LH yang bersifat koordinatif lintas
fungsi.

(2) Pelaksanaan fungsi Gakkum LH dalam Pos Gakkum LH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

(3) Pos Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tempat kedudukan pada:

a. Kantor Perangkat Daerah Provinsi yang membid.angi urusan
lingkungan hidup; atau

b. lokasi lain sesuai kebutuhan.

flr
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Pasal 11

Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup berkoordinasi dengan Pos Gakkum LH

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
lingkungan hidup melaporkan setiap kegiatan Gakkum LH di
Daerah Provinsi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagran Kedua

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Pasal 13

(1) Gubernur membentuk Satuan T\.rgas Penegakan Hukum
Lingkungan Terpadu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
Gakkum pidana lingkungan hidup

(2) Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mengkoordinasikan, melaksanakan, serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Gakkum pidana lingkungan hidup.

Pasal 14

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penegakan Hukum
Lingkungan Terpadu, meliputi:

a. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
lingkungan hidup;

b. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia;

c. unsur Polda;

d. unsur Kejati; dan

e. unsur akademisi.

Pasal 15

Pembentukan Satuan Tugas Penegakan
Terpadu di Daerah Provinsi ditetapkan
Gubernur.

Hukum
dengan

Lingkungan
Keputusan

Bagran Ketiga

Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 16

(1) Gubernur membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Hukum
dalam rangka optima-lisasi pelaksanaan Gakkum perdata
lingkungan hidup.

(2) Tim Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan,
melaksanakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

rP
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Pasal 17

Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum,
meliputi:

a. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
lingkungan hidup;

b. unsur Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia;

c. unsur Kejati;

d. unsur akademisi; dan

e. tenaga ahli valuasi ekonomi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18

Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Hukum ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Gakkum LH di daerah Provinsi bersumber
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat; dan

b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAE} VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 2O

Tata hubungan keq'a pelaksanaan koordinasi fungsi Gakkum LH
atas penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup pada lokasi tertentu di wilayah Daerah Provinsi
Jawa Barat atau ditetapkan secara khusus berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu
pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup di
Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 nomor 86 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pr'
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Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
]0 Januart 202C

I

+JAWA BARAT,

RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal J0 Januarl )alo

DAERAH PROVINSI
BARAT,

ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR 01

I
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